PROVINSI LAMPUNG

I;ERA'I‘URAN BUPATI LAMPUNG UTARA
B NOMOR l‘? TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BAKANG, JASA DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFA ESA
" BuPam LAMPUNG UTARA,

4 Menimbang : bahwa untuk melaksaniak: ketentuan Pasa: 1035 Peraturan
F Pemerintah  Nomor 43 Tuhun 2014 tertang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaithana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomot 47 Tahun 2015 dan Pasal | ayat (1) Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
13 Tahun 2013 tentang YPedoman Tata Cara Pengadaan
B g/Jasa di Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati

i Ll

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- Mengingat * l.Undang-Undang Nomor Z& Tahun 1959 tentang Penetapan

' Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Republik Indenesia Tahun 1956 Nomor 55) dan

- Undang-Undang Darurat ~Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran

Negara Republik Indones,: Tal'un 1956 Nomor 37) tentang

© Pembentukan Ducral Tirokar || termasuk Katapraja Dalam

» Lingkungan Daergh Tingkat | Sumatera Sclaian sebagai

Undang-Undang ‘Lembaran N~gara Republik Indoiesia Tahun

1859 Nomor 73. Tambuhan Lembaran Negara Republik
" Indonesia Nomor 1821); '

2. Ur;idang-Undang Nomor 6 Tuhun 2014 tentang Desa (Lembaran
. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
: L:_mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
~Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lcmbaran-Ncgara Republik Indenesia Tahun 20 15 Nomor

58, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor
5679},
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4.'Peraturan Prmerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Peluksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 teniang Nesa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 122, Tombahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 553%) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemcrintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indcnesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
‘Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan |~mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);
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6. Peraturan Menteri Dal+ny Negeri Nomor 113 Tahun 2014
» lentang Pengeloluan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

“7.*Eératuran Mcenteri Dalan: Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan P-oduk Hukum Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);

- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengedaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

‘9. Peraturan Dacrah Kabupuien Lampung Utaia Nornor 21 Tahun
' 2011 tentang Pembentikan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kahupaten Lampung Utara (Lembaran
. ‘Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 5)
~ sebagaimana telah diibah dengan [Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung 'lt2ra Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran
+ Daerah Kabupaten Lamying Utars Tahun 2015 Nomor 2).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA. '
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BAB
KETENTUAN UMUM

'-.n' Pasal 1

Dalam Peraturan Bl._gpati ini yang dimaksud der.gan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung t/targ;
. Pemerintah Daerah adalah RBupati d:n Perangkat Dacrah sebagai unsur

;

2
penyelenggara Pemerintahan Duerah;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
4. Camat adalah Perangkat! Ducrah yYang cimpunyai wiluyah kerja Kecamatan di
KabupatenrvLampung Utars; .
Desa adalah kesatuan masyvarakat hukiim yang memiliki batas-batas wilayah
berwenang untuk mengatur dan meng s kcpénting_an masyarakat setempat,
berdasarkan asal ‘usul dan adat istiaqat setempat yang diakui dan dihormati
dala-m.sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia:
6. Pemcnntahgn ‘Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan setempat
| dan kepentingan masyarakat dalam vistem Pemerintahan Negara Kesatuan
; Republik Indonésia:
o 7. Pemerintah Dt_‘;_ﬁ_ﬁa adalah Kepala Desa dibantu
penyelenggara Pemerintahan Desa;

_(JI

perangkat Desa sebagai unsur




-

. -

-

(2) Pengaturan tatq?‘.;"“ cara

+ 8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
»*

tugas dan.lkewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Penierinwah dar Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Iﬂc‘:j_pala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa
maupun Peraturan Kepala Desi, . o

10. Pemegang , Kekuasaan Pengelolaan Kruangan Dega selanjutnya dxsebu?
PKPKDes adalah Kepala Desa yane karena Jabatannya mempunyai
kewene ngan 'rhényelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa; o

11, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barangl srang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban [csa;

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dess selanjutnya disebut APBDes adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui
bersama olel Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa;

13, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nesa yang selanjutnya disebut PTPKD
adalah perangkat Desa yang ditunjuk rh Kepala Desa untuk melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Lembaga Kemasyearakatan ijesa ad:h lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutubun .14 merupakan mit-a Pemerintah Desa
dalamn memberdayakan Masyarakat:

15. Pengadaan Bérang/Jasa acalah kegatan untuk me
oleh Pemerintah Desa, baik dilakuk:
melalui penyedia Barang/.Jasa:

16. Penyedia PBarang/Jasa adalah badan
menyediakan Barang/Jasa;

17. Swakelola adalah kegiatan Pergadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya
diréencanakan,; dikerjakan dan /atau diawasi seadiri olsh tim pengelola
kegiatan; b ,

18. Tim Pengelola'. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya TPK

adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri

dari unsur Pc_zi‘_grinta,h Desa dan Unsw Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk
melaksanakan Pengadaan Bars ng/Jasa.

mperoleh Barang/Jasa
dengan cara Swakelola maupun

usaha atau perorangan yang

" BARI .
'IZ_.';;__MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP -

_ 3 Pasal .
Maksud diberlakukannya Peraturan By pat: 4+ adalah untuk memberikan pedoman
bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan “engadaan Barang/Jasa yang dibiayai
dengan dana APBDes.

LY

Pasal 3

Tujuan diberla.kq.kghnya Peraturan Bupati in1 adalah agar Pengadaan Barang/Jasa
dilakukan sesuai crgan tata kelola yang baik dan sesuai T e E o ot
Pengadaan Barang/Jasa. B : dengan prinsip prinsip

- | Pasal 4

(1) clill.ua.ngpLz'fng‘.ﬂ.uj gengaturan tata cara pelaksanaan Pengndaan Barang/Jasa
craturan Bupati ini adalah p dian B

bealamrsumber dats Appipati “ngad:an Barang/Jasa yang pembiayaannya

. 5 pelaksanaan Pen Adaan B J .
dimaksud pada ayat (1) meliputi: £ arang/Jasa sebagaimana
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a. Pengadaan Bgrang/Jasé melalui swakelola;
b. Pengadaarn Barang/Jasa melalui penyedia Barang/Jasa; dan
C. pengawasan, pémbayaran, pelaporan dan serah terima,

(3) Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bcrsumb_cr. dari APBDes,
tidak termasuk dalam ruang lingkup dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54
‘Tahun 2010 tetfltang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa- kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 20 15.
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' BAB Iil
PRINSIP DAN ETIKA PENGAT YAAN BARANG /JUAS

Bagian Kesatu
_ Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa

T Pasal 5

(1) Pengadaan Baraﬂg/ Jasa pada prinsipnya dilakukan secara sweakelola,

(2) Pengadaan swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
& memaksimalkan penggunaan material /bahan dari wilayah setempat;
b. cara gotong royong melibatican partisipasi masyarakat setempat: 5
¢. memperluas keserpatan kerja; dan ' '

d. pemberdayaan masyarakat setempat,

r
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. - Pasal 6

. gaimana cimaksud dalam'Pasal S yang tidak
dapat dilaksanakan Secara swakelola, haik seba

: gian maupun keseluruhan,

dapat dilaksanakan oleh penyedia Bararg /Jasa yang dianggap mampu.

(1) Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana limaksud pada ayat (1) harus memenuhj

persyaratan tzf}bnliliki tempat/lokasi usaha dan Nomor Pokok Wajib Pgjak

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimuksud pada ayat- (2), penyedia
Barang/Jaga untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahlj
dan/atau peralatan Yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 7

Z
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L gotongproyong yaitu pcnyteadlaan t':naga kerja secara éuma-cuma oleh masyargkat
glatan pembangunan dj ;
f. akuntabe] yaitu - harus gan st dan

]
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Bagian Kedua

f}_ Etika Pengadaan Burang/Jasa

Pasal

Para pihak yang terkc‘but dalam pelaksznaan Pecngadaan Barang/Jasa harus mematuhi
etika sebagai berikut:

a. bertanggung jawab;

b. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa; serta
¢. patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV _ .
PENGELOLAAN KEGIATAN _ ;

. Bagian Kesatu
Pembeéntukan Tim Pengelola Kegiatan

Pasal O

(1) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/.Jasa dibentuk TPK.

(2) TPK adalah tim yang ditetapkan olch Kepala Desa dengan Keputusan Kepala
Desa. 1

(3) TPK sebagaimana dimaksud padé ayat (l), *erdiri dari unsur Pemerintah
Desa dan Unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau
sebutan lain pada Desa setempat.

(4) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kepala

Urusan Pembangunan atau Kepala Urusan lainnya yang memiliki kemampuan
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

(5} Unsur Lembagg. Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), adalah ketua lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau

sebutan lain secara hirarkis yang aktif dan memiliki kompetensi di bidangnya.
{6} TPK ditetapKkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:

&. Ketua berasal dari unsur Perangkat Desa;

b, Sekretaris- berasal dari unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
atau sebutan lain;

c. 3 (tiga) orang.anggota berasal dari unsur Perangkat Desa dan/atau dari unsur
Lembaga Kearnanan Masyarakat Desa {LKMDj) atan sebutan lain.

(7) Untuk ditetapkan sebagai anggota TPK harus memenuhj persyaratan

a. memiliki integritas, disiplin dan bertunggung jawab dalam melaksanakan
tugas; _

b. mampu mengambil keputusan serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan
nepotisme; .-

¢. menandatangani fakta integritas;
d. tidak menjabat scbhagai Sekretaris Dess dan Bendahara di Pemerintah Desa;
¢. memiliki kemampuan Kkerja secare berkelompok dalam melaksanakan setiap
tugas/pekerjdannya.
{8} Pemerintah Dcsgmcnyediakan honor kepada TPK.

(9) Honorarium sebagaimana dimuksud pad: ayat (7) diberikan untuk kegiatan
: Pe_ngm{aan Bat_-ar;g,{qapau diates nila; Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
yang mseauaikaﬁ=dengéﬁ kemampuan Kelizngan Desa. ,
.;.l

B Pasal 1)

Besaran honorariﬁm Tim Pengelola Ke

] giatan untuk setiap kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) adalan:

- Ketua ‘Rp. 250.000.-
~ Sekretaris Rp. 225.000.-

- Anggota " Rp. 185.000.-

kS
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. o Bagian Kedua ‘
Tugas dan Wewenang TPK
Pasal 11

{1) TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: .

& mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa di Dcsa pada
tempat-tempat strategis;

b. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar
setemmpat  atau harga pasar terd-kat dari Desa terscbut dengan
memperhitungkan ongkos angkut pengambilan atas Barang/Jasa yang akan
diadakan; _

¢. menetapkan spesifikasi teknis Barang, Java:

d.khusus pekerjaan konstruksi menetapkan  gambar rencana kerja
sederhana/sketsa; ‘

e. menetapkan périyedia Barang/Jasa;

f. membuat rancangan Surat Perjanjian;

g. menandatangani Surat Perjanjian, '

h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/.Jasa; dan

i. melaporkan serua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa

kepada Kepala Desa dengan disertai Berrta Acara Serah Terima Penyelesaian
Pekerjaan.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga
ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau swasta sesuai
dengan keahlian,dibidangnya.

(3) TPK dilarang mengadakan ikatan perianjian atau menandatangani surat
perjanjian dengan‘Penyedia Barang/Jasu apabila:

a. belum tersedia anggarar;; dan
b. melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes.

i
e
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N BAB V :
PENGADAAN BARA_NG /JASA MELALUI SWAKELOLA
3 Bagian Kesatu
R A Ketentuan Umum Swakelola
Pasal 12

a liputi kegiatan persiapan, pelaksanaan,
pengawasan, penyerahan, pelaporan dar pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
(3) Khusus untuk Pekerjaan atau bagian pekerjaan konstruksi tidak sederhana,

yaitu pekerjaan Konstruksi yang membuiuhkan tenaga ahli utau peralatan berat,
tidak dapat dilaksanakan dengan cara Swakelola.

- W W W

Bagian Kedua
Rencana Pelaksanaan

Pasa) 13

Rencana Pelaksanaan Swakélola meliputi:

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

b. jadwal pelaksanaan pekerjaan; ‘

C. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan kebutuhan peralatan;

d. khusus  pekerjaan konstruksi  menetapkan gambar rencana kerja
sederhana/sketsa; dan

e. spesifikasi teknis.

r
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. u Bagian Ketiga
) Pelaksanaan Swakelola

r Pasal 14

1} Untuk mendukung kegiatan Swakelola, pengidaan Barang/Jasa yang tidak
. dapat disediakan 'dengglan cara Swadaya, dapat dilakukan oleh Penyedia
Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK. .

(2} Tata cara Pengadaan Barang/Jase dalam rangka mendukung kegiatan

Swakelola sebagai a dimaksud pada ayat (1), mengacu pada BAB Wi

- ketentuan Pera Bupati ini. -

(3) Khueus untuk pekerjaan konstruksi, TPK:

a. menunjuk satu orang anggota sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan
pekerjaan . yang  dianggap mempu  atau mengetahui  teknis -
kegiatan/pekerjaan;

b. dapat dibantu:bleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan

¢. dapat dibantu cleh pekerja {tukang atan mandor).

{4) Khusus pekerjaan konstruksi bangunan. pembuatan atau peningkatan jalan di
Pedesaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
yang dilakukan, secara Swakelola, TPK mengajukan pencairan dana kepada
PKPKDes terbagi'tiga tahap yaitu:

a. tahap pertama senilai 50% (lima puluh perseratus) merupakan uang dimuka
dari nilai pekerjaan untuk membiayai persiapan pelaksanaan kegiatan;

b.tahap kedua., senilai 40% fempa: puluh perseratus) setelah TPK
mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus) dari nilai uang dimuka
yang telah diggrgunakan; dan

c. tahap ketiga: senilai 10% (sepuluh  perseratus) setelah TPK
mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus) dari nilai uang yang
diminta pada tahap kedua yang telah dipergunakan; dan

d. bukt pembayaran dianggap sah setelah ada persetujuan dari Sekretaris Desa
selaku Koordinator PTPKD.

() TPK wajib memonitor kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi
tanggung jawabnya, selanjutnya dievaluasi setiap minggu dan membuatkan
laporan,

(6) TPK wajib mempertanggungjawabkun realisasi keuangan dan realisasi fisik
pekerjaan yang menjadi kewajibannya. '

(7) TPK wajib mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan/ kegiatan kepada -
Kepala Desa selaku PKPKDes.

- _ BAB VI

I . KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA °

. L - MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

'  Bagian Kesatu

_ Ketentuan Uhnum

' : Pasal 1!

y (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa climaksudkan untuk

I memenuhi kebutuhan Barung/Jasa dalam ‘rangka mendukung pelaksanaan

~ Swakelola mali;.pun memenuhi kebutuhsn Barang/.Jasa secara langsung di
Desa. Rt

g

(2) Dalam hal TPK: mengundang penyedia Barang/Jasa harus memilild kriteria
sebagai berikut:

: a. memxhki_ tempat usaha dengan alamat tetap, jelas dan dapat dijangkau
ﬂ ‘Pengiriman serta usaha yang masih aktif didukung dengan

=
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T a b. untuk pekerjaan konstruksi, marapu menyediakan teaaga ahli atau
o peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan

¢. Memiliki Nontor Pokok Wajib Pajak (NPWP). .-
Bagian Kedua
Perencanaan

-

Pasal 1t

1. Dalam perenganaan pengadaan Barang; Jasa TPK harus mempertimbangkan:
a. kondisi/keadaan yang sebenarnya dilnkasi/lapangan;
b. kepentingan masyarakat setempat; -
¢. jenis, sifat gdan nilai Barang/Jasa serta jumlah penyedia Barang/Jasa
yang ada; dan
d. kebutuhan barang/bahan.

2. TPK mcnyusun-%encana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
a&. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan harga satuan Kabupaten
Lampung Utara atau data harga pasar setempat atau harga pasar
terdekat dari Desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkut
pengambilan‘atas Barang/Jasa yang akan diadakan;
b. spesifikasi teknis Barang/Jasa; dan
¢. khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar rencana.

Bagian K«tiga
- ' Pelaksanaan

r o

Pasal 17

(1) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa melipu:i .

a. Pengadaan Barang/Jasa dengun nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00
{lima puluh juta rupiah);

b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas R p. 50.000.000,00 {lima puluh
juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiahy}; dan

¢. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rapiah).

(2} Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.
50.000.000,00 {limma puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah sebagai berikut:

a. melakukan ipembelian langsung ates Barang/Jasa kepada 1 (satu) penyedia
Barang/ Jasay; '

b. f:rﬂchan dilakukan tanpa melakkan permintaan penawaran secara

is; *

¢. melakulan . negosiasi (tawar-menawar) secara langsung ditempat kepada

genye:dia -Barang/Jasa dan dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi;
an £ :

d. penyedia: Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur

pembelian atau kwitansi untuk dan atas nama TPK.

(3) Tata cera 'li'ezigadaa..n Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00
(mea pulul'g_, Juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus
jutf: n:piah) a.e_lggggunaqa dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai

R

| . W - e -

a. tim Pengelola Kegiatan ranelakukan pengadaan langsung atau penunjukan
langsung atas Barang/Jasa kepada 1 (satu) penyedia Barang/Jasa;

ik
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b. im Pengelola Kegiatan melakukan permintaan penawaran secara tertulis dari
penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri  daftar Barang/Jasa (rincian
Barang/Jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);

¢. penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisikan
daftar Barang/Jasa (rincian Barang/Jasa atau ruang lingkup pekerjaan,
volume dan satuan) dan harga;

d.tim Pengelola Kegiatan melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan
penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;

¢. penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur
pembelian, kwitansi untuk dan atas nama TPK;

f. tim Pengelola Kegiatan mengumumkan data pekerjaan dan penyedia
Barang/Jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan tempat
strategis lainnya di Desa sekurang-kurangnya terdiri dari:

- nama barang atau pekerjaan yang diadakan;

nama dan alamat penyedia Barang/.Jasa,

harga akhir hasil negosiasi (tawar-menawar); S

jangka waktu penyerahan barang awau pelaksanaan pekerjaan; dan

tanggal diumumkamn. )

Y

(4) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah

sebagai berikut :

a. mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 {dua)
penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar Barang/Jasa
(rinciany Barang/Jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan)
dan spesifikasi teknis Barang/Jasa; :

b. penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang
berisi daftar Barang/Jasa (rincian Barang/Jasa atau ruang lingkup
pekeriaan, volume dan satuan) dan harga; )

c. menilei pemenuhan spesifikasi teknis Barang/Jasa terhadap kedua
penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran;

d. apabila spesifikasi teknis Barang/.Jasa yar.g ditawarkan: _

1. dipenuhi oleh kedua penyedia Barang/Jasa maka dilanjutkan dengan
proses negosiasi secara hersamasan:

2. apabila dipenuhi olch salah satu penyedia Barang/Jasa maka TPK
tetap melanjutkan negosiasi kepada 'penyedia Barang/Jasa yang
dapat memenuhi spesifikasi teknis tersebut; dan .

3. jika tidak dipenuhinya oleh kedua penyedia Barang/Jasa maka TPK
membatalkan proses pengadaan.

¢. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf 4 angka 3
tidak terpgnuhi, maka TPK melaksanakan kembali proscs pengadaan
sebagl;;nrr?aﬁa dimaksud pada huruf a kepada pcn;l'cdia Barang/Jasa
yang ; \

f. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar} untuk memperoleh h
yang lebih murah di antara kedna penyedia Barang/Jasa tetapi tidak
mengurangi jumlah dan kualitas Barang/Jasa yang diadakan serta tidak
memperpanjang masa penyerahan harang atau penyelesaian pekerjaan dan
dituangkan kc dalam berit. acara hisil negosiasi;

g. Ketua TPK dan penycdia Barang/.!asa menandatangani surat perjanjian
yang berisi sekurang- kurangnya:

- tanggakdan tempat dibuatnya surat perianjian;
ruang linglkup pekerjaan;

nilai pekerjaan;

hak dan kewajiban para pihak;

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

ketentuan keadaan kahar;

sanksi termasuk denda keterlambatan; dan

tata cara pembayaran.

LRNONDA RO
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h. pihak penyedia Barang/Jasa yang berwenang menandatangi Surat Perjanjian
scbagaimana dimaksud para huruf g adalah pemilik toko, pemilik usaha
dagang, direksi atau pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak
disebutkari dalam Akta Pendirian/Angearan Dasar sepanjang pihak tersebut
pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga l«;erjg tetap dan
mendapat kuasa atau pendelcgasian wewenang yang sah dari direksi atau
pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar; '

i. TPK mengumumkan data barang/pekerjaan dan penyedia Barang/Jasa
terpilih dipapan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat strategis
sekurang-kurangnya mencantumkan:

1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;

2. nama dan ageﬁ:n at penyedia Barang/Jasa,;

3. harga hasil négosiasi;

4. jangka walktu penyerahan barang atav pelaksanaan pekerjaan; dan
5. tanggal diumumkan.

Bagian Keempat
Perubahan Ruang Lirgkup Pekerjaan

- : Pasal 1R

(1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia

@

(3)
(4)

()
@

(1)
(2)

Barang/Jasa " untuk melakukan perubshan ruang lingkup pekerjaan yang
meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;

b. mengurangi jenis pekerjaan; ' ‘ ;

c. mengubah spegifikasi teknis; atau '

d. melaksanakan pekerjaan tambah.

Untuk pcmbahagxmang lingkup pekerjaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dan huruf d, Penyedia Barang/.Jasa menyampaikan penawaran tertulis
kepada TPK. . 3 y

TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk
memperoleh harga yang lebih murah.

Untuk nilai Pengadaan barang/jasa di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta
r:upiah] dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang
lingkup dan tota%;_ nilai pekerjaan vang disepakati.

Al

R RBagian Kel'ma
o Penentuan Harg+ Satuan
'_'_!':_',-

Pasal |14

Harga satuan Barang/Jasa didasarken
Kabupaten. ks

Harga satuan Barang/Jasa seb
standarisasi- harga Barang/Jasa
Utara,

pada harga satuan Barang/Jasa

agaimzna dimaksud pada ayat (1) adalah
yang telah ditetapkan oleh Bupati Lampung

Bagian Keenam
. Pembayaran Prestasi Kerja

Pasal 20

Pembayaran atas prestasi pekerjaan
setelah pekerjaan sclesai sesuai ketentua \

Pembayaran atas prestasi pekerjaan selageimana dimaksud
emb : : sehage pada ayat (1),
diberikan kepada penyedia Barang/Jass setelah TPK melakukan pcmcjlfiksa{al'l

yang ditui;nngkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara
Serahy 'I‘enma_"Barang /Jasa. :

'berikan kepada penyedia barang/jasa
n pevjanjian. '

- 4
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Bagian Ketujub
Force Majeure

\ Pasal 21

(1) Keadaan Force Majeure merupakan salah satu keadaan yang terjadi di_ luar
kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan scbelumnya, sehingga
kewajiban yang -ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat
dipenuhi. "

(2) Yang dapat digolongkan secbagai keadaan Force Majeure dalam Surat Perjanjian
Pengadaan Barang/Jasa di Desa meliputi:

a. bencana alam;
b. bencana sosial;
c. kebakaran; atau
d. sebab-sebab lain karena ketentuan perundang-undangan. .

(3} Dalam hal téfjadi keadaan Force Majeure, penyedia Barang/Jasa
memberitahukan tentang terjedinya keadaan Force Majeure kepada TPK secara
tertulis dalam waktu paling lammbat 7 (tujuh} hari kalender sejak terjadinya
keadaan Force Majeure dengan menyertakan salinan asli pernyataan Keadaan
Force Majeure yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai
ketentuan Peratuyan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Hal-hal merugikan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang disebabkan oleh

perbuatan atau ;g{clalaian pihak penyedia barang tidak "termasuk Kategori
keadaan Force Majeure.

(5} Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan vang diakibatkan terjadinya keadaan

Force Majeure tidak dikenakan sanksi.

(6) Sctelah tczjadiny;_a keadaan Forcc Majoure, para pihak dapat mclakukan
kesepakatan kembali dan selanjutnya -itungkan dalam perubahan Surat
Perjanjian Kerja.

Bagian Kedelapan
Pemutusan Surat Perjanjian

Pasal 22

TPK secara sepihak dalam melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja apabila:

a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia
Barang/Jasa sudah melampaui 14 hari kalender;

b. penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam mclaksanakan kewajibannya dan
%c};k ({l;elmperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh

c. apabila penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan korupsi. kolusi, nepotisme,

kecurangan atau pemalsudn dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh
instansi yang herwenang. :

. lu Bagian Kesembilan
'*; Penyelesaian Perselisihan

S Pasal 23

(1) Apabila terjadi '-i)crselisihan antara TPK dan penyedia - Barang/Jasa, maka
terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat%’fang dipimpin
langsung oleh Kepala Desa selalcu PKPKDes.

(2) Dalam hal pcnai@lcsaimw perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

tercapai kata mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui
pengadilan. <

S
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(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian K=sepuluh
e Serah Terima Pckerjaan

. Pasai 24
TPK mencrimét._' penyerahan pekerjaan  setelah ) seluruh hasil pekcrja_an
dileksanakan seésuai dengan ketentuan Surat Perjanjian.

Apabila terdapat kekuran‘gan dalam hasil pekerjaan, TPK rne}-aporkan secara
tertulis kepada, Kepala Desa selaku PKPRDes ‘untuk melakuxan penundaan
pencairan daf:. memerintahkan kepada penyedx.a Barang/ ‘!asa untuk
memperbaiki atan melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimena yang
disyaratkan di dﬁglam Surat Perjanjian. .

Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara
tertulis kepada PKPKDes melalui TPK setelah pskerjaan selesai 100% (seratus
per seratus) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. '

BAB VII
PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 25

Kepala Desa wajib melakukan pengendalian Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) wajib
melakukan pengawasan terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Setiap pengaduan tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa wajib
ditindaklanjuti oleh Inspektorat.

Bagian Kedua
Sanks
Pasal 2

Dy

f

Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan

sengaja perbuatan atau tindakan sebagai henkut:

a. berussha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang berwenang dalam
bentuk dan?cara apapun, baik langsung maupun ticdtak langsung guna
memenuhi keinginannya yung bertentangan dengan ketentuan prosedur
yang telah®ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja atau ketentuan
peraturan perundang-udangan yang berlaku;

b. melakukan: persekongkolan dengan penyedia Barang/Jasa lain untuk
mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa, schingga mengurangi/menghambat, memperkecil atau
meniadakan persaingan yang sehat atau merugikan orang lain;

c. membuat, enyampaikan doxumen atau keterangan lain yang tidak benar
untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa;

d. mengundurkan diri dari pelaksanaan. Perjanjian Kerja dengan alasan
yang tidak.dapat dipertanggungiawabkan atau tidak dapat diterima oleh
TPK; atau ™ .

e. tidak dapat menyelesaikan pekerinan sesuai dengan Surat Perjanjian

Kerja. f 1

Perbuatan sebagairmana dimaksud pada avat (1), dikenakan sanksi berupa:
a. sanksiadministratif, berupa peringaran/teguran tertulis;
b. gugatan secara perdata; atau ‘

c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

] 1 Y



" {3) Tindakan scbégaimana direaksud pads ayat (2) huruf b dan huruf c,

dilakukan scsuai dengan ketentuar Peraturan Perundang-undangan yang
berlalku. .

- {4} Apabila ditemukan penipuan/pemalsusn atas informasi yang disampaikan
Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang,
(S) Apabila terjadi pelanggaran atau kecurangan dalam proses Pengadaan
Barang/Jasa, maka TPX:
a. dikenakan sanksi administrasi;
b. dituntut ganti rugi; atau
¢. dilaporkan secara pidana.

(6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksa! pada ayst (5} huruf a berupa
teguran/ peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran atau kecurangan
yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota TPK dalam proses Pengadaan
Barang/Jasa di Desa, maka dapnt diberhentikan sebagai anggota TPK.

Pasal 27

Apabila penyedia jasa konsultan perencana (tenaga ahli) tidak cermat dalam
menyusun perencanaan Pengr‘adaan Barang/Jusa sehingga mengakibatkan kerugian
terhadap pemerintah Desa atas becban biaya APBDes dikenakar sanksi berupa
keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biays dari penyedia jasa
konsultan yang bb}sangkutan atau dituntul dengan ganti rugl sesuai perjanjian
kerja yang telah disepakati bersarra

. BAB Vil
PR KETENTUAN LA N-1LAIN
' Pasal .+

Pengadaan Bararié/Jasa scbagaimana diat'n dalam Peraturan Bupati ini tidak
termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati fﬁx mulai berlalkn: pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan ‘penempatannya datam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.
R Ditetapkan di Kotabumi
pada ianggal  §- g 2016
BUPATI LAMPUNG UTARA,
' ,l

]

B

| % . AGUNGALMU MANGKUNEGARA
Diundangkan di Kotaburni *~ | |
pada tanggal By ~q 2016

SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN
UTARA, '

IR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPIUNG UrAwA TAHUN 2016 NOMOR 19



: PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 19 TAHUN 2016
: TANGGAL SAPHL . 2016 -
\ . TENTANG :TATA CARA PEN(‘:AD{&AN BARANG/JASA DI DESA

QAF’I“AR CbNTOH FORMAT PENGADAAN BARANG /JASA DI DESA
v

NO ; CONTOH FORMAT FéERmT
1 [SKTPK . | o " Form PBJD.A
2 |Surat Permintaan Penawaran ' o Form_PBJD.B
3_|Surat Penawaran Harga e o Form_PBJD.C
4 | Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/ fasa Form_PBJD.D
S_|Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi _. 1 Form_PBJD.E
6__| Tabel Klarifikasi dan Negosiasi | Form_PBJD.F
7 _|Berita Acara‘Klanifikasi dan Negosiusi ~ _ Form_PBJD.G |
8 _|Sarat Persetujuan Penawaran .. {Form _PBJD.H |
9 _|Surat Perjanjian Kerjasama | Form_PBJD.I |
10 | Surat Penyerahan Hasil Pekerjoan =~ e Form_PBJD.J
11 |Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan =~ Form_PBJD.K
12 |Berita Acara.Pembayaran L Form_PBJD.L
13 |Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Form PBJD.M
14 |La Pelaksanaan Pekerjaan e Form_ PBJD.N
15 |Berita AcaraSerah Terima Hasi] Pekerjaan Form_PBJD.O
16 | Surat Pesanan Form_PBJD.P
17 | Surat Kesanggupan Kerja - : Form_PBJD.Q
18 |Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Form_PBJD.R
Pesanan -
! :
i ol \
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Mengingat L g;Jndang-U

1. Contoh Format Sk TPK

L e '

CONTOH SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA .
TENTANG TIM PENGEL(.A KEGIATAN

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA ......oooccccconies o ccinernen.. [Nama Desa]

NOMOK @ ... TAFILIN 20.,...
ENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGET ¢l A KEGIATAN (TPK)

DIDESA .o {nama Desa}

- Menimbang :  a :bahwa Pengadsan Barang/Jasa di Deva vang efisien, efektif, transparan. pemberdayaan

masyarakat, gotong-royong dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan

;- barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan
"= pelayanan publik;

bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Desa sebagaimana dimaksud dalam

- huruf a, perlu ditetapkan Tim Pengeiola Kegiatan (TPK);
€. bahwa yang namanya tercantums dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi
‘Syarat untuk  ditetapkan  sebaga’ Tim Pengolola Kegiazan (TPK) Di Desa

e s [N@Ma Desal,

ndang Nomeor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
«b. “Peraturan Pemerintsh Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Unding Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan
Remerintah Nomor 47 Tahun 2015;

C. n_-§aaturan
“dait Anggaran Pendapatan Belanja Nepara

d.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa; ’

e. - Peraturan Kepals Lembiga Kebijabm. + -nuadaan BArang/dasn ... cvveececriveroniomarer s sssens

f. Peraturan Bupai {amnung titara Nowww . _Tahun 2016 tentang Medoman Tata Cara
- Pengadaan Barang/Jasa Ji Desa (Leaharan Daerah ..... Tahun 2013 Nomor B

g Peraturan Desa... .. .. ... .. Notor ... ... tentang APTIDes.
Dst,

Pemcrintah  Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber

MEMUTUSKAN:

Mengangkat Tim Pengelola Kegiaten (TPK) di Desa............. [nama Desa), sebagai

. berikut :
Ketua

Sekretaris .:

Anggota : .,

Y - ¢

Tugas pokok dan kewenangan Tim | "engelola Kegiatan (TPK) adalah sebagai berikut:
! Menyusun rencana pelaksanasn swakelola meliputi:

a
c.
d
€.

b,

c.
d.

Jjadwal pelaksanaan pekeriaan;

rencans penggunaan tenaga, kebutahan bahan. dan peralatan;
gambar rencana kerja (untub pekerjaan konstruksi);

spesifikasi 1ckais (apabila diperiukan); dan

perkiraan binya { Rencana Anggaran Biays / RAB), f

* 2. Menyusun rencana pelaksanazn Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan Keputusan Bupati dan atau data
harga pasar setumpat atau harga pasar terdekat. dar desa teriebut;

dalam penyusunen RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos
pengambiiar. atas Barang/Jasa yang diadakan: '

spesifikasi teknis Barang/Jasa (apabila diperlukan); dan

khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila
diperlukan). . '

Dalam . melaksanakan tugas -dar, ‘kewenangannys, TPK bemhggungiawab kepada

" «7 Kepala Desa............. {nama Desaf se.aku Pengguna Anggaran’Kuasa Pengguna
- Anggaran,



:':".'--. Biaya yang timhul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang
sesuaj berdasarkan AP2Des...., fr.ama Desa] TA.......... wnens [diisi Tahun Anggaran].

"~ Keputusan ini mulai berlaku sejak tangga! ditetapkan. Apebila dikemudien hari
_ terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana
anestinya.

=y
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| Form PBJD.B |

" 2. Contoh Format Surat Permintaan Penawa::in

TIM PENGELOLA
S KEGIATAN
DESA ............... KECAMATAN ......... ... KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Jalan .............................. Nomar ..., Telepon

................

............... hoees e 2016
Nomor : Kepada Yth,
Sifat : Penting Direktur/Pimpinan/Pemilik
pogppRn $ - e mpinan/ Pemilik
Perihal : Permintaan Penawaran di- _
Penggdaanﬂ Barang/Jasa
Séﬁubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan..............., ,
yang diddlamnya terdapat pekeriaan..........ooovuvvuennrioeei
v Adapun spesifikasj teknis vang Kami persyaratkan adalah -
1. Ruang lingkup pekerjaan ... v
2. Daftar Barang/Jasa: \
-'- “ P . P Y s — "_'——_u-__-_,-
[Nol "™ Jenis Barang/Jasa = | Volume . Satuan
e - ]

‘Selanjutnya, apabila Saudara berminat dan  bersedia
melaksanakean pekerjaan ... ... tersebut, diminta segera
mengajukan Surat Penawaran.

-8urat Penawaran ditujukan kepada Ketua Tim Pengelola

Kegiatan: Desa ... Kecamataa.. ............ Kabupaten/Kota

........... dengan ketentuan sebagas berikut;

1." Surat Penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterai Rp.
6.000,00 dan harus sudah kami terima
tanggal.............. .. e 2016.

2. Surat Penawaran dilampiri :
a. Daftar rincian penawaran harga Barang/Jasa termasuk pajak,
bea materaj dan jasa periggandaan;
b. Fdtocopy Surat [jiin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
c. - Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
Demilgian  Permintaan Penawaran Pengadaan Barang/Jasa ini
Kami sampaikan, atag perhatiannya disampaikan terima kasih.

o TIM PENGELOLA KEGIATAN
MENGETAHUI _DESA..........., everenreeiene
KEPALA DESA% ... . - - KETUA

*} : Diisi Nama Desa



-.",e-J':'\
'

- 3. Contoh Surat Penawaran Harga

*) : Diisi Nama Kabuédten/ Kota Alamat Penyeviia Rarang/Jasa

= KOP PENYEDIA BARANG/JASA

b
‘,'i:!
eereeerereneee ), s e, 2016
.Qt...:‘ ..... .V .......................... Kepada
Peuting. Yth. Ketua Tim Pengelola Kegiatan
! (satu) berkas Desa ‘
Penawaran Harga oo e
o di :
¥
Menanggapi surat Saudar - langgal .. . ..o, 2016.
Nomor:........c.....oo . -« perihal Permintaan Penawaran Pengadaan

Barang/Jasa, maka hersama i1 kami mengajukan penawaran harga
untuk melaksanakan pekerjaan i rsebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar
134 « N SR e e Rupiah)
dengan rincian sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta, bersama ini Kami
lampirican:
1. Daftar rincian penawaran harga Barang/Jasa ‘termasuk pajak, bea

materai dan jasa penggandaan; :

2. Fotocopy Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Deniikian Surat Penawaran Harga ini Kami sampaikan untuk
menjadj. bahan pertimbangan Jan atas kerjasamanya disampaikan
terima kasih.

wg; !

Direktur/Pimpinan/ Pemilik

------------------------------------- [
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4. Contoh Daftar Rifician Penawaran Harga Barang/Jasa
~ KOP PENYEDIA BARANG /.JASA
DAFTAR RINCIAN PENAWARAN 1{4RGA BARANG/JASA
SUDAH TERMASUR PAJAK-PAJARN KEPADA NEGARA DAN
BEA MATERAI
e e
: , Harga Harga
No Jenis Barang/Jasa Volume | Satuan Satuan (Rp)
e e R T Ty
;t;_ 1 - - ! - e Bl
---—_----------.--—----.,.,"-::-4.-- . _Il .i.. i (R R e,
----- e | SRR
_____ R ! L
R ; SRR
Jumlah ‘ :
Gt e T T I T T
Rupiah ) R
............ )y ere crerieerianeeinenn 2016,
Prrektur /Pimpinan / Pemilik
%) : Diisi Nama deupqten/ Kota Alamat Penyedia Barang/Jasa
CL f
_ g : \
pbe,
E
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- 9. Lontoh Surat Undangan Klarifikasi dan Negasiasi - l
= TIM PENGELOLA KEGIATAN o
DESA. .......... ® KECAMATAN ... . KABUPATEN /KOTA ..."..ooooo..,
Jalan ... Nomor ......... Telepon .............. o
"é‘ :......._..._*““““&.:.‘:-_*)
o,
................ %, cvvrs cereneriennns 2016,
NOMOT ' veeeeerennns Kepada Yth, '
Sifat : Penting Direktur /Pimpinan/Permilik
Lampiran : --- e
Perihal : Klarifikasi dan Negosiasi di

-Ménindaklan‘jui.i surat Saudara tanggal ... ... ...
2016 Nomor : ...........ccoveen.... .. perithal Penawaran Heirga, bersama ini
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : '

2. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga
Saudara, pada prinsipnya Kami tidak keberatan, tetapi
berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan Kami perlu
mélakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap penawaran
Saudara tersebut;

3.Untuk keperluan dimaksud Kami mengharapkan kehadiran
Saudara besok pada : '

Hari :

Tanggal
Jam-
Tempat
Acarhy

.............................
.............................
............................
..........................

2H
., Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya
dxsai'npa;;kan terima kasi

L TIM PENGELOLA KEGIATAN
MENGETAHUI DLESA

.................................

.............................

*) : Diisi Nama Desa -

i
new

e
e



. . Form_PBJD.F
6. Contoh Format Negosiasi '
TABEL NEGOSIASI HAR(, . BARANG /. JASA
! Uraia_l_‘ S R - S .;a_r;:ﬁ
No Pekerjaan Spesifikasi Pnws Negoslasi Keterangan
- L (Rp-} (Rp.)
Diterima/Tidak
Memenuhl/ _ Diterima
tidak memenuhi persyaratan (Berdasarkan
- i pertimbangan spesifikasi
dan harga)
¢y
;
¢
: . .
&
'.'_.'{-_:
L\ £
L]
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| « 7. Contoh Beritaﬁcara Klarifikasi dan Negosiasi

)

BERITA ACARA KLARJFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA

. Nomor : .cvvvives e,
Peker]aan ...................................................................
Pada hari m1 veveesseee.. Tanggal ... Bulan .......ccooeeiiinneenns Tahun Dug
Ribu ............. eveengienaens pada Pukul ... WIB dengan mengambil
tempat di ... e » Kami yang bhertandatangan di bawah ini telah

™ melakukan klarifikasi dan negosiasi harga atas pekerjaan ......... freesreiererieien e,
: Rapat dipirﬁ' in oleh Ketua Tim Pengtlnla Kegiatan Desa

Kecamatan ........ T Kabup:uen/Kota

Penyedia Barang/Jasadari .........................._
Pada saat klarifikasi dan negosiasi harga, pihak Penyedia Barang/Jasa
yang dihadiri oleh .........ccooeenee. L menyatakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa pihak;Penyedia Barang/Jasa dar .......ooooooorrionrn. - menyatakan
telah  menerima  semua surat vyang  berkaitan dengan  proses

-----------------------------

2. Bahwa pihak Péhycdia Barang/Jasadari ........ccc..oovvevvnnrnnnn, menyambut baik dan
mengucapkan i_,ta':rinm kasih atas kepeicayaan yang telah diberikan selama
ini dan semoga' kerjasama yar.g telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajiian penawaran untuk melaksanakan pekerjaan
tersebut disampaikan hal-hal sebagui berikut

a. Besamya Jumlap penawaran harga yang Jiajukan oleh Penyedia Barang/Jasa

dari.... wiererresecenn. adalab sebesar Rp.. e
(e, Biseces i Rupiah) termasuk beban pajak dan bea
materai. S '

b. Adapun mengenai rincian jumlah penovaran dapat dilihat dalam lampiran
surat penawara‘i harga.

¢. Setelah dilakukan beberapa pembicarsan baik menyangkut negosiasi serta
beberapa kl_a.riﬁkasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah
menyepakati -pengurangan  atas penawaran yang diajukan Penyedia

Barang/Jasa dari.....ccecovecmveeroniis scbesar Rp......ccovvuennnnn....
(covererimmrininnnnnn. T e et ettt e ey b e eeeete e vean s eanrnn . -... Rupiah) menjadi
sebesar Rp.......coce......... (e e, Rupianh) termasuk
beban pajak dan bea materai yang harus dibayar Penyedia Barang/Jasa dari
rrrenerresierrnirnonns araee dan selanjutnya Penyedia Barang/Jasa dari

sestrsesiniiinneeinneeeiion. GKANL mMembuat dan menyampaikan Surat Penawaran yang
baru sesuai hasil kesepakatan ini dengan rincian sebagai berikut:

T _‘ *

. ", } | Harga™ - H____.,_
No Jenis Barang/Jasa Volume ! Satuan! Satuun (Rar)ga
] R R £ T P
Jumlah e i
( sorsann unuuo-:n-i:;'i -------------------- SR LN R L T R PR M L L T T, (Rtlpiah)
.
g




.

I

* «d. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi harga

adalah bahwa masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses
kerjasama ini dalam bentpk Surat Perjnnjian Keriasama: yang akan dibuat
setelah proses kiarifikasi dan negesiasi harga disepakati dan citandatangani
oleh kedua belah pihak.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing
bermaterai cukup dan mempunyal kekuatan hukum yang sama untuk
dzpertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LY

TIM PENGELOLA KEGIATAN

--------------------------------------------------

MENGETAHUI
KEPALA DESA ..........coovvveieninnns ,

----------------------------

*) : Ditsi Nama Desa

o FF

i
Thule
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* 8. Contoh Surat Persetujuan Penawaran '

TIM PENGELOLA KEGIATAN -
DESA .......... e KECAMATAN ...l KABUPATEN/KOTA.......
Jalan ........ e Nomor . .. Telepon .ieniiens
- C eieesesrzesseesnges *)

S e )y ceere creerneeneee 2016
Nomor D ereeeeeieines hretaesanaees Kepada Yth.
Sifat : Penting - Direktur/Pimpinan/Pemilik

 Lampiran : 1 (satu) bendel e eereseenenrirreertaannasaeerrrnes -

Perihal : Persetuiyan Penawsran di

--------------------------

Bcrdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga

Nomor: .i..ceeeunen... Mveererrnns tanggal ... cevviiiiieveinen . 2016, maka pada
pnns1pnya Kami tidak keberatan dan dapat menerima dengan
penawaran harga yang teleh disepakati sebesar’ Rp........c..cooooe.
(everemrr e e e Rupiah}.

Sehubungan hal tcrqebu diminta kehadiran Saudara besok
pada
Hari, @i i
Tanggal ..viiiiiiii
Jam | g
Tempat ettt raes e e,
Acara ': Penandatanganan $Su dt Perjanjian Kerjasama

.Adapun konsep Surat Pcr_lanjlan Kerjasama sebagaimana
terlampir .

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadlrannya
msampalkan terima kasih.

. _f TIM PENGELOLA KEGIATAN
MENGETAHU} DESA .c.covvviviicicirenninn .

KEPALA DESA ......................... , KETUA
*) : Diisi Nama Desa ~ \
)




.,

. B Form_PBJD.1
" 9. Contoh Surat surat perjanjian Kerjasama
l. SURAT PERJANJIAN i .ERJASAMA '
NOMOR t. v cdiiveiiisieriena,
l Pada hari ini ............... Tanggal ....... .. Bulan ....... e Tahun Dua Ribu
lima belas bertempat di ...ocooovviiiiiiiiiiiiriins e , kami yang bertandatangan
_ dibawah ini : )
' Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa .............. Kecamatan
: eenbaeeseeees Kabupaten/Kota ..... ...
[ _ Alamat : Jalan .......ccccooveeveeeninnn... Nomor ....co......
| Selanjunya diseébut PIHAK PERTAMA
H Nama oo noieeiveinnn) _
l Jabatan : Direktur/Pimpinan/remilik . ... e,
Alamat : ..
1 Selanjutnya digebut PIHAK KISiDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untk selanjutnya, disebut PARA PTHAK.
“ Bahwa PARA,PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian,
R dengan ketentuan sebagai berikut :
T Pasal ] _
- - RUANG LINGKUP PEKERJAAN ;

------------------------------------------

..........................................................................................................................

3 Pasal 7 .
i | NILAI PEKER 1AAN
~ " Nilai pekerjaan yang disepakati uniuk penv: I»saian pekerjaan calam perjanjian ini
. adalah sebesar Rp. ... e s [ i e e s e ... Rupiah)
L.: ‘ termasuk pajak dan bea materai.
| oy Pasal 3
o o HAK DAN KEWAJIBAN
P &
h o (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.
L (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan
‘_ = sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. :
j - (3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan
| D scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya,
G _. Pasal 4
. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
: ﬁ . Jangka waktu untuk  menyelesaikan p_ekerfiaan ‘adalah R T ) hari
; ™ kerja mulai tanggal .... ............. 2016 sampai dengan tanggal .... ............. 2016
" ﬁ sehingga pekerjagn harus selesai dan diserahkan pada tanggal ... ............. 2016
' - Pasai 5
'. ﬁ f; FORCE MAJYEURE ‘
. (1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di
laar l_ceman{puf.xn PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
g (2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
_ maka PARA PIHAK terbebas dar kewajiban vang harus dilaksanakan

v

e

v
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Form_PBJD.1

9. Contoh Burat '#u:gt Perjanjian Kerjasama

P hari'ini, ............... Tanggal ....... .. Bulan .............. Tahun Dua Ribu
lima mﬁ bertempat di ............... gg ...................... .., kami yang bertandatangan
dibawah ini : ot
L oName @ oevenneeenene e .

Jabatan : Ketua' Tim Pengelola Kegiaian Desa ............. Kecamatan
ceveesnnee... Kabupaten/Kota ... ... ;
Alamat : Jalan ... Nomor .............
Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA '
II Nama : ... et oo .
Jabatan : Direkjcur/Pimpinan/ Pemilik .

Alamat : .G " .
Selanjutnya disebut PIHAK KisDUs '

.........................................

PIHAK PERTAMA can PITHAK KEDUA untuk se'a njutnya, disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian
dengan ketentuan sebagai berikut :

r

& Pasal |
: RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Ruang linglkup peléezjaan dalam perjanjian ini adalah ...........ooeooiviooo

-----------------------------------------

Pasal 2
NILAI PEKER.IAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penvy: -sajan pekerjaan clalam perjanjian ini

adalah sebesar Rp. i o Rupiah)
termasuk pajak dan bea materai.

3 Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

(2) PIHAX PERTAMA berkewsjiban membayar biaya penyelesaian  pekerjaan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 o

(3) PIHAK‘ KEDUA berhak atas pembayaran untuk
sebagaimana dimaksud dalem Pasaj 2

(4) PIHAX KEDUA berkewajiban men

yerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

< Pasaij 4
_.:IﬁNGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN .
Jar{gka wg.ktu urituk menyvelesaikan pekerjaan adalah ..... B ) hari
kerja mulai tanggal ... ... 2016 sampai dengan tanggal .... ............. 2016
sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal .... ............. 2016.
Pasal 3
FORCE MAJEURFE




'.:_' . ' b«.‘» rasaluy
B SANKS! ;
" Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka
L B PIHAK KEDUA dikenakan sanksi beripa: .
1. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis; -.
' 2. membayar denda scbesar ........ % dari nilai pekerjaan dengan nominal
i sebesar Rp. «...ineiien, Merremrrie e, Rupiah);
3. gugatan secara perdata; dan/atau )
l 4. pelaporan sccarzg“pidana kepada pihak yany berwenang.
U Pasal 7
l ' KETENTUAN PENUTUP o
-* . Perjanjian ini dibugi rangkap S5 (lima} dua diantaranya bermateraj cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai
I peraturan perundang-undangan yang berlalku.
l o S s creen cvremrreeireenenns 2016
' _ PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
; DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK  KI-TUA TIM PENGELOLA KEGIATAN
l ................................ , DESA ceooeoreereervon ,
] MENGETAHUI
- KEPALA DESA ....... ooovvevo, ,
. 9:DisiNamaDesa e
! -
i s 2.
i 8
l L 1 .
| ¢
' I. .- . I‘zg



r

r
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*) : Diisi Nama Kabupater/ Kota Alamat Penyeriia Barang/Jasa

N Form_FBJD.J
10. Contoh Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan
KOP PENYEDIA BARANG /JASA
e i PO 2016
Nomor : ... ivrreratneeerriinrarerersnn Kepada
Sifat : Pentmg Vth. Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Lampiran : 1 (satu) berkas Desa
Prihal : Penverahan Hasil Pekeriaan @ .cvvervennevennnnnns ereetoraenaareene

di-

Berdasarkan Surat Perjanpan Kerjasama Nomor : wevevnennnn..
tanggal ..., » tmaki perlu Kami %ampalkan bahwa
pekerjaan ... telah selesai dan dengan ini Kami
kirimkan hasil pelakaanaan PEKEIJAAN .iiceriiiviniiriiire e evanens untuk

ditéliti apakah sudah sesuai dengan spesifikasi teknis atau belum.
Demlk.la.n untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya
D terima kasih.

I e TP 2016
: Dlrezctur / lepman /Pemilik

-----------------------------

|

gy



11. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA PEMERIKSA/AN HASIL PEKERJAAN
) Nomor: .......... e e

Pekerjaainy @ .......cocooooviiiien i, e e e preens

Pada harl il ..c.ccovvnne... Tanggal ..... .. Bulan ............ Tahun Dua Ribu
Lima Belas pada’ Pukul ... WIB bertempat di  ..ovvviiniciennininiinninencn.
kami yang bertandatangan di bawah ini secara bersama-sama telah melakukan
pemerikeaan atas  pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia Barang/Jasa
dari .o S

Peme jksaan hasil pekerjaan dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Desa ..ocovvvenens ey Kecamatan ...l Kibupaten /Kota cereereennness.. dengan
pihak Penyedia Barang/Jasa dari ........... ..ooocooorvoiooomoson Pada saat
pemeriksaan hasil pekerjaan pihak Penyedia Barang/Jasa dihadiri oleh
............................. veserenne, denigan hasil sebagar berikut :

1. Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Desa ... ....... rerverens Kecamatan ..........oeeeeeunn...
Kabupaten/Kota: ................ menyatakan telah menerima hasil pekerjaan yang
telah diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa dart

e reta i et re iy er rreen s raean e dan telah sesuai dengan yang disepakati

2. Penyedia Barang/Jasa menyambut baik lan mengucapkan terima kasih atas
kepercayaan yaitg telah dberikan. _

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima' ) dua diantaranya
bermaterai cukup: dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
............... *y e e 0 2016

TIM PENGELOLA KEGIATAN
DIREKTUR/ PIMPINAN /PEMILIE DESA :

FITIITN T IS N Y T RN T

MENGETAi{U}
! KEPALA DESA ......

--------------------------

*) : Dilsi Nama Desa



' - » 12, Contoh Berita Acara Pembayaran Form_PBJD.L

I . !~ BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOT : .iiiivvrrincniii e
. £
' Pada hari 'ini ............... Tanggal ........... Bulan ............. Tahun Dua Ribu
. Lima Belas bertempat di ............ etrrenrienrear e hvemeen feerernsasraens , telah dilaksanakan
- pembayaran atas pekerjaan ............ooocoeiiiiiiiiiis ot e antara :
I[. Nama LA PP UO TR
Jabatan : Fetua Tim Pengelola Kegininn Desa  .............. Kecamatan
....... e Kabupaten [ Kota e
Alamat : Jalan ................ccoe ..ol Nomn‘ ............
Sclamutnya disebut PIHAK PERTAMA
II Nama L ettt e
Jabatan : Dlrektur/lepman/l‘em:hk ..........................................
Alamat : .

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :

---------

tanggal .... ..... evretenaies 2016 atas pekerjann .........ccceeiveiieiiieerer e eerea s , telah
membayar kepalia PIHAK KEDUA sebesar RP. ' reericicvereeen
Nreerreeserne e r et easanrees Rupiah).

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Penanjlan Nomor: ............. tanggal .
...... vearrereen.. 2016 atas pekerjaan ... IR
telah melaksanakan Pekerjaan i e sesuai
permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran
atas pekeljaan tersebut sebesar 24 « T PPN
oo e e .. Rupiah).

Pembayaran - tcrsebut disaksikan oleb ...........coeeeee.. , Jabatan Kepala Desa
............................. Kecamatan ..................... .. Kabupaten /Kota ................

Demikian Berita Acara ini dibuat rangk ap 2 (dua} masing-masing bermaterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan
sesuat peraturan pcrundang-undangan yang berlak.,

i o TS 2016
L PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
- DIREK'I‘UR/PIMPINAN/PEMILIK KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN
..................................... , DESA coeevveeeie e sreenenn

;

------------------------

r
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13. Contoh Berita Acara Penerimaan Hasil Pek~rjaan -

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
' Nomor  ........... L
Pada hari injg,.eneesneenn... Tanggal ...... Bulan .............. Tahun Dua Ribu
Lima Belas bertempat di ...........ocoeivieeriis i , ‘telah dilaksanakan
penerimaan hasil pekerjaan ..............ccoceecivie i, antara :
I. Nama : .. J%....... LT . .
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa .......... ... ‘Kecamatan
......... #+o-» Kabupaten/Kota ................ .
Alamat : Jalan ..., Nomor
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
I Nama "
Jabatan : Djrektur/Pimpinan /Pemilik
Alamat : ............ e
Selanjutnya dissbut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA menyatakan bahw: telah menerima hasil pekerjaan
.............................. “dalam keadaan baik «ari PIHAK KEDUA sesuai dengan
Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : e tanggal s e 2016.
PIHAK KEDUA telah ‘menyerahkan hasil pekerjaan ...

dalam keadaan bajk kepada PIHAK PERTA MA sesuai dengan Surat Perjanjian
Kerjasama Nomor : ...................... tanggal .... . ... 2016,

Demikian Berita Acara inj dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai
cukup dan mempunyai kekuatan hiikoum yang sama untuk dipertanggungjawabkan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

--------------------------------------------------

-------------------------------------------------

...... M e 2016
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK  KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN
............. cecperserreeeee e DESA
oy

greondssieviiseiansiainnss,

---------------------------
-

MENGETAHUI
KEPALA DESA ........ .

. 3

%) : Diisi Nama Desa. i

..........................




* # 14. Contoh Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

' - TIM PENGELOLA KEGIATAN S
DESA ..coovveeennn. KECAMATAN ...l KABUPATEN /KOTA .ccoooriinineen
. JalAN (i Nomor ......... Telepon ............ e
-, ereeqsrrreresenes =)
l e o TS 2016
Nomor D eesenreennseeeniein, Kepada
Sifat : Penting Yth. Kepala Desz
lf . Lampiran : 1 (satu) Berkas di
; ~ Perihal : Laporan Pelaksanaan Pekerjaari, = .iieiceeecreeciiisecenns...
l Bcrdasarkan Keputusan Kepala DeSa......ciiiviiiiiiiiinicninieceecnnnn,
Kecamatan..........ccecviinennnnninnees Kabupaten/Kota................ Nomor :
. veorsnrees Tahun.......... tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan
Desg...{-_'-:j_'.! ..................... Kecamatan .........ccevveeiennnne Kabupaten /Kota
.......... +#:.. Tahun Anggaran 2016, bersama ini Kami laporkan dengan
' ' hormat” bahwa pekerjaalr ... ....cccccermvmrerenrniennennn telah selesai
dilgksanakan pada tanggal .... .......c...ceeee. 2016. -
P Adapun dok.umen laporan pelaksanaan pekerjaan ..................
o sebagaimana terlampir.
' Demiliian untuk menjadikan pe-iksa dan guna %eperlunya
l : M PENGELOLA KEGIATAN
' . 19) 017 NN
N S KETUA,
li—« *) : Diisi Nama Desd.
.
8 \



13. Contech Berita Acara Serah Terima Has! Pekeraan

-BERITA ACARA SERAH TER:MA PENYELESAIAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA menyatakan babws telah menyerahkan penyelesaian

L
' BEASIL PEKERJAAN
. 4 NOMOT & v e
Pade hari ini ..ol Tanggal ......... . Bulan ... Tahun Dua Ribu
I Lima Belas berfempat di ......ccoccooiniininnn Centrrssanieas , telah dilaksanakan serah
_ terima hasil ekeriasn ......ocoovivvireneens e antara : :
| I. Nama @ . .
. Jabatan : Ketua' Tim Pengelola Kegiatan Desa .............. Kecamatan
seeeensneess. Kabupaten/Kota........ .......
Alamat : Jalan ... o NOMOT cineeneene,
l Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
. 11 Nama D rieealerrerecareteeesiatiietantirreneans
g - Jabatan : Kepala Desa ...........coocennnneen .. Kecamatan .......c.ooiiviinnninnenee
l Kabupaten/Kota ....................
j Alamat : Jalan .....cooviiiiiieis e, ... Nomor.............

hasil pekerjaan ......ccooviiiiimiiiriinie dalam keadaan baik kepada
T PIHAK KEDUA. KT
W PIHAK KEDUA telah menerima penyelesaian hasil pekerjaan
S S ereennens dalam keadaan baik dari PITHAK PERTAMA.
I Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima) dua diantaranya
bv:::rmcterai cukup .dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
l ' dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
l S e ey e e s 2016.
: PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA ..:ﬁ_ff: ..................... , KETL A TIM PENGELOLA KEGIATAN
' 51377 N ,
3 N
P
*) : Diisi Nama Desa. .
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16. Contoh Slilrat Pesanan '
TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA ....... vesenses KECAMATAN ............... KABUPATEN/KOTA .......cecvvrvennns
N 11 -1 - R Nomos -........ Telepon ..c..covevennee
SR TN 2016
Nomor T TTTT TP SO Kepada Yth.
Sifat Penting - Direktur/Pimpinan/Pemilik
Lampiran : -, e eeaes
Perihal : Pesanan Pengadaan di
Barang/Jasa.
Séhubungan dengan pelaksanaan kegiatan
TR - VTR pada pekerjaan
........... Srvsersciese e e bersama ini Kami  bermaksud
memegg.n ......................................................... dengan rincian
sebagai berikut : :
No|  NamaBarang/Jasa | Volume[Satuan] Keterangan |
. o , q —
1 A . N

%) : Diisi Nama Desh

kesediaannya disampaikan terima

' Demikian Surat Pesanan ini Kami sampaikan dan atas
kasih.

TIM PENGELOLA KEGIATAN
'ESA KETUA,

------------------------

ek

r : 1
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B, 17. Contoh Surat Kesanggupan Kerja

b

& KOP PENYEDIA BARANG/ JASA
Q ................. S TUURR 2016
eeereans P’cpada
Pentmg* Yth. Ketua Tim Pengelola Kegiatan
1 (satu) berkas Desa ;
Kerja erreerieresiearanserieerirrasiioens
i asmeereiessaensosbiinenenny

Menanggap1 surat Saudars: tanggal ... e ieres Ceerreeaan
_2016 Nomor : ....... DT perihai Pesanan Pengadaan B:rang/Jasa,
bersama ini kanu sampaikan kesanggupan kerja pada pekerjaan
......................................... dimaksud.

A;&_lapun harga Barang/.Jasa yang kami ajukan adalah
sebesar Rp. ...cooevvvvvennnne. (e eree oo et eereeeareeenreesteseeaneeseaebsesraraaanes
Rupiah) dengan rincian sebaga1 br'nkut

— e . T T e
No | Nama Barang/Jasa | Volume ‘ Satuan Satuan Harga
| Rp) (Rp)
S - : S I
T i ; e
{ i | - T
|

| i S
DT wwmian DT I

(J..;i .......................................................................................
L Rupiahy

! Sebaga: bahan pcrt:mhangan untuk pcrtanggunm'
penga_gaan barang/jasa, maka Kami lampirkan :
1. "Fotocopy Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- Demikian Surat Kesanggupan Kerja ini Kami sampaikan
untuki menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan

terima kasih.
" Direktur / Pimpinan / Pemilik
\,LI ) P N R N T Y T Ny ¥
o iseiieaeiaaaee
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18. Contoh Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat
Pesanan. ’ '

B_F_.RITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
' Nomor: ............ .

Pada hari ini ............... Tanggal .......... Bulan .............. Tahun Dua Ribu
Lima Belas hasil pekerjaan ............c...ooeevivvnnn.. TN antara :
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegizian Desa .............. Kecamatan
coesraieerenns Kabupaten/Xota ....... . ..........
Alamat : Jalan ... Namor
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

“ II Namsa :

Jabatan : Direktur/Pimpinan /Pemilik ..
Selanjutnya disebut PTHAK KEDUA _
PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa :cluh menerima hasil pekerjaan

serserasssnienses weei dalam keadaan baik diri PIFIAK KEDUA sesuai dengan

Surat Pesanzn tanggal ... ............... 2016 Nomior e e, 2016.
PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasi pekerjaan ....

dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Pesanan
tanggat ... .............5x 2016. Nomor: ...... S e 2016.

. Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap S (lima) dua diantaranya
bermaterai cukup® dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dipertanggungia‘wab];,cgn sesuai peraturan periundang-undangan yang berlaku.

...........................................

i ) enrne verresaosnesiamaannns 2016
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DIREKTUR/ PII@-"INAN JPEMILIK KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN
..................................... ,  DESA .oty
MENGETALIU} -

KEPALA DESA ... . ... ,
I

*) : Diisi Nama Desa -,
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PENJELASAN
¥ ATAS

*PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
TENTANC(:
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

1

Umum "

Peraturan Bupati ini merupakan pengatoran lebib lanjut untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemermm‘ah Nomor 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Tata kelola Pcngadaan Barang/Jusa yang <libiayai dengan Anggaran Pendapatan
dan Belan_]a Desa (APBDes) perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-
prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong
dan akuntabel :serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat

_ setempat. Namun demikian, Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang

I

pembmyaannya, bcrsumber APBDes belum mempunyai payung hukum yang
jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya pedoman tata cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka
penyusunan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di-Desa.

Maksud dibdtlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
pedoman bagi Pemerintah Desa dalam jelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
Desa yang dibiayai dengan dana APBD.-: Tujuan diberlakukannya Peraturan
Bupati ini adala? agar Pengadaan Barang/ lasa di Desa dilakukan sesuai dengan

tata kelola yang bauk dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa
di Desa.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 -
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3 .
Culkup Jclas. [ .
Pasal 4 .
Cukup Jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6 ' ‘
Cukup jelas. '
Pasal 7

Cukup Jelas.
Pasal 8

Cukup _;elas.
Pasal 9 '

{: jelas.
Pasal 10

Besaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan untuk setiap kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa baik vang bernilai diatas Rp50.000.000,00
guna guit;h gxtaz sampai denean Rp.200,000.000,00 (dua ratus juta)
an 'diatas 00.060.000 (. |
Decran p ( ratus juta) dltetapkdn oleh Kepala
Pasal 11 -
Cukup Jelas.

!



Pasal 12

Cukup Jelas, ,
Pasal 13 T
Cukup jelas.
Pasal 14 i
Cukup Jelas
Pasal 15 i

Cukup Jclas

Pasal 16
ayat (1) |
Cukup jelas.
ayat (2) E:~
Huruf b :
Spesifikasi teknis Barang/ Jasa (apabila diperlukan), Contoh:
- Kapasitas mesin }{cc) dan transmisi (automatic atau manual) untuk kendaraan

roda 2 (dua); )
- Kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) komputer;
- Bandwidth (kccepatan transfer data) untnix langganan internet;
~ Dimensi, jenis, dQn kualitas mut'erig] tno ok pembangunan gelungrang olahraga,
— Dan sebagainya.
Pasal 17

Cukup*Jelas.
Pasal 18 _ _
Cukup Jelas.’
Pasal 1% ‘ 3 ' '
Cukup _)elas )
Pasal 20 ‘
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
ayat (1)
Pelaksana; j’engadaan Barang/Jass diawasi oleh Bupati dan masyarakat
setempat. igawasan cleh Bupati sebagaimana dlmaksud pada huruf i,
dapat didelegasikan kepada Camat.
ayat (2)
Cukup 1c1as .
ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25 Toom
Cukup Jela_gs
Pasal 26 -
Cukup Jelas.“ B :
Pasal 27 o
Cukup Jclaq _ '
Pasal 28 ' 1 .
' Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelau

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR

"

-------------
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